
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas,
kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional;

b. bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah merupakan bagian
dari pendidikan keagamaan Islam yang mengajarkan nilai-nilai agama
Islam sudah lama berkembang di masyarakat dan telah melekat dalam
kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Siak, baik dalam
kehidupan berprilaku, tata hubungan kemasyarakatan, tradisi, seni
dan budaya dalam segala aspeknya;

c. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah
merupakan salah satu urusan wajib dibidang penyelenggaraan
pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga untuk mendukung
keberhasilan dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pengaturan
yang jelas, berkepastian hukum, serta sesuai dengan kondisi
masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4274);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4769);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH
AWWALIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah  adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah  adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Siak.

6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak

7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

8. Wajib belajar adalah wajib belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah di
Kabupaten Siak yang merupakan program minimal yang harus diikuti oleh anak-
anak usia Sekolah Dasar atau yang sederajat yang beragama Islam atas
tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.



9. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk
dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran
agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

10.Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada
semua jalur dan jenjang pendidikan.

11. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah yang selanjutnya disingkat PDTA adalah
satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan
agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik Sekolah Dasar atau sederajat.

12. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan Islam
nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi
peserta didik Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

14. Tempat pendidikan keagamaan adalah ruangan yang digunakan untuk
melaksanakan pendidikan keagamaan.

15. Masa Pendidikan adalah jangka waktu yang ditempuh bagi peserta didik dalam
menyelesaikan pendidikan.

16. Peserta didik adalah para anak didik usia Sekolah Dasar yang beragama Islam.

17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

18. Tenaga Pendidik adalah pendidik yang berkualifikasi sebagai guru atau dengan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar mengajar.

20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan
mutu pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan
Diniyah Takmiliyah Awaliyah.

22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkaran belajar.

23. Ijazah adalah surat tanda kelulusan bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh satuan
pendidikan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

24. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah disingkat dengan FKDT adalah wadah
berhimpun  PDTA se-Kabupaten Siak.

25. Pendidikan Singkat Khusus adalah pendidikan yang dilakukan untuk akselerasi
penguasaan baca tulis Al-Qur’an dan praktek ibadah.

26. Sertifikat atau Surat Keterangan Khusus adalah surat keterangan bagi peserta didik
yang telah mengikuti pedidikan singkat khusus.



BAB II
DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Dasar

Pasal 2

(1) Penyelenggara PDTA berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pendidikan Al Quran yang diajarkan di TPQ sebagai upaya strategis Pemerintah
Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi muda islami yang beriman
dan berakhlak mulia.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

PDTA sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam non formal, dipimpin oleh Kepala
Diniyah, berada dalam pembinaan Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian
Agama dan bertanggungjawab secara formal kepada Pemerintah Daerah serta
bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

PDTA mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan kependidikan agama Islam guna mempersiapkan peserta didik

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.

b. pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam
terutama bagi peserta didik yang belajar di Sekolah Dasar (SD/ sederajat);

c. pemberian bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran agama Islam;
d. pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;dan
e. pelaksanaan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan pendidikan serta perpustakaan.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 5

Tujuan PDTA adalah terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan
nilai-nilai ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam yang
berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

BAB III
MASA BELAJAR

Pasal 6

PDTA merupakan satuan pendidikan keagamaan non formal yang menyelenggarakan
pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun.


